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KHOIRUL HIDAYATI. E 1104047, OPTIMALISASI PENGAWASAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2007 
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA 
SURAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 
2009. 
Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui peranan DPRD Kota 
Surakarta.dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 
2007, apakah sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, mengetahui faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang 
dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan APBD. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian di DPRD 
Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui 
observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif. 
 Hasil pengujian terhadap tiga permasalahan diketahui bahwa Peranan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surakarta sudah 
sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.  
 Upaya–upaya yang telah dilakukan oleh DPRD Surakarta, antara lain: (1) 
Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan 
Komisi, (2) Menyelenggarakan Dengar Pendapat dengan Eksekutif (Publih Hearing), 
(3) Menyelenggarakan Kunjungan Kerja, (4) Mengoptimalkan Masa Reses, (5) 
Menggunakan Jasa Tenaga Ahli, (6) Mengadakan pelatihan Bintek (Bimbingan 
Teknis). 
  Faktor yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta yaitu (1) keterlambatan penyampaian 
laporan realisasi APBD, (2) banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh setiap anggota DPRD, (3) keterbatasan fasilitas dan peralatan, (4) keterbatasan 
kualitas SDM anggota yang ada di internal lembaga, dan (5) minimnya pengalaman 
organisasi yang dimiliki oleh anggota DPRD Surakarta.  
  Faktor yang menjadi pendukung dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta yaitu (1) ada peraturan tata tertib 
DPRD, (2) adanya keterbukaan, (3) kualitas dari anggota DPRD, (4) telah terjalin 
kerjasama dengan berbagai pihak, (5) adanya kebijakan otonomi daerah, (6) adanya 
partisipasi dari masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan 
pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara Kesatuan. 
Otonomi Daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan. otonomi daerah merupakan dasar memperluas 
pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum 
(Bagir Manan, 2001:21). 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
berkehendak meletakkan suatu garis politik Otonomi Daerah baru menurut cara 
desentralisasi menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang cenderung sentralistik. 
Perubahan-perubahan prinsipil meliputi antara lain susunan urusan rumah tangga 
daerah, pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), sistem hubungan keuangan yang baru, sistem pengawasan atau 
super visi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan yang besar terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti meminta pertanggungjawaban kepada 
Kepala Daerah, meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan konsekuensi logis pelaksanaan 
demokrasi di daerah yang hanya mengenal satu jenis badan perwakilan. Selain 
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harus ada pertanggungjawaban, harus ada pula tempat bertanggungjawab. Dalam 
sistem demokrasi terdapat prinsip tidak ada kekuasaan tanpa 
pertanggungjawaban. Tempat bertanggungjawab dalam sistem demokrasi adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili rakyat. (Daeng 
Sudirwo, 1981:54) 
Masalah yang sangat penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan 
yang menjadi sumber hidupnya bagi daerah, bahkan yang menjadi salah satu 
dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara 
menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan 
daerah berakibat kepada lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan 
pembangunan daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun 
dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala 
prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan 
metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena tahun anggaran negara 
dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya sesudah diketahui 
besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam prakteknya proses 
penyusunan dan pengesahan serta pengundangannya baru dapat diselesaikan 
beberapa bulan setelah tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-
persiapan sudah dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya. Selama proses tersebut 
berlangsung, kegiatan pemerintahan daerah yang memerlukan subsidi 
berlangsung terus. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, 
Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut 
dengan nota-nota, estimasi keuangan serta penjelasan-penjelasan lainnya. 
Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan 
didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 17, yakni: “Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 
Sehingga dana perimbangan yang menjadi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) kemudian akan di berikan kepada daerah sebagai dana 
perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan didalam Pasal 
1 ayat 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni: “Dana 
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi”. 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak jauh 
berbeda dengan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat-
rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan 
Daerah (PERDA). Proses ini juga berlaku bagi perubahan Rancangan Peraturan 
Daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA). 
Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa untuk berjalannya 
optimalisasi pengembangan fungsi-fungsi serta potensi didaerah, maka 
dibentuklah suatu lembaga pemerintahan daerah yang dapat mengawasi serta 
mengontrol kinerja daerah, yakni Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD), 
sebab telah disebutkan didalam Pasal 1 ayat 4 huruf f dikatakan bahwa: “Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. 
Dalam menjalankan fungsinya, prosedur kerja Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) seyogyanya mendukung kelancaran aktifitas para anggota dan 
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyalurkan 
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serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, sebagai wujud 
pelaksanaan otonomi daerah.  
Peraturan tata tertib yang berlaku dalam rangka penggunaan hak-hak 
dewan seyogyanya sederhana dengan tujuan ketepatan pada sasaran serta mudah 
mengaplikasikan aspirasi masyarakat sehingga proses penyampaian usul dan 
tingkatan-tingkatannya dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain 
merumuskan kembali peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dalam penyelenggaraan kelancaran kinerjanya, juga perlu segera 
menetapkan mekanisme penggunaan hak-hak dewan yang selama ini belum diatur 
dikemudian hari. Apalagi yang berkaitan dengan penggalian potensi-potensi 
Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan sumber-sumber daya manusia 
yang lebih produktif di masa depan.  
Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak 
langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari waktu ke waktu. Peraturan tata tertib 
dewan sebaiknya dapat memberi respon positif terhadap dinamika tersebut. 
Pelaksanaan fungsi-fungsi dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan 
pengawasan dalam rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data dan 
informasi yang lengkap serta tenaga teknis yang lebih terampil professional.  
Berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga legislatif daerah, maka 
kepala daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang dikemukakan oleh Bagir 
Manan, bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai Badan 
Eksekutif Daerah (Bagir Manan, 2001:21). 
Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin 
terlaksannya segala ketentuan undang - undang, peraturan, keputusan, 
kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun 
oleh pemerintah daerah itu sendiri. 
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Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ( DPRD ) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau 
permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan 
segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor pengambat pembangunan di 
daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta memunculkan 
potensi-potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang nantinya akan mendorong kemajuan di daerah tersebut. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 
perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah 
pengeluaran (out-put) maupun penerimaan (in-put) daerah untuk membiayai 
keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan 
insfrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kegiatan-kegiatan 
lainnya yang mendukung laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Josef Riwu Kho, 
1997:2). 
Namun yang akan menjadi persoalan apakah pengawasan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan 
otonomi daerah (sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tercapai optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah  
dalam hal ini dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan-keperluan 
daerah, insfrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainnya (Marbun, 1982, 
Hal. 24).  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 
dengan judul; “OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2007 OLEH 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURAKARTA 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 apakah sesuai 
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah? 
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah          
(DPRD) Kota Surakarta dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap          
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun          
2007? 
3. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta  dalam upaya 
mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun 2007? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian menurut 
penulis adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Surakarta.dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, apakah sudah sesuai 
dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah. 
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam mengoptimalkan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun 2007. 
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3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang 
dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta  
dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh 
almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada 
umumnya khususnya dalam Hukum Administrasi Negara. 
b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya 
terutama ilmu Hukum Administrasi Negara. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan wacana pada pemikiran dalam memahami ilmu hukum 
secara teoritis dan realisasi yang ada di lapangan. 
b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 
mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Surakarta dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode 
yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan 
sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal / normatif yaitu suatu 
penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (hukum positif dalam sistem 
perundang – undangan) dalam realitas / kenyataan di dalam masyarakat. 
Penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 10)  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan 
secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti. Penelitian yang 
mengharuskan memberikan data sedetail, mungkin tentang manusia, keadaan, 
atau gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan doktrinal / normative yaitu pendekatan yang mengkaji hukum 
sebagai norma (hukum positif dalam sistem perundang – undangan) dalam 
realitas / kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan 
melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta 
informasi verbal atau normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka ( 
Soerjono Soekanto, 1986 : 10 ). 
4. Jenis Data  
Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data 
sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari 
sumbernya. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari 
sumbernya tetapi diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen disebut 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 51). 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder : 
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a. Data Primer 
         Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa 
penjelasan dan keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait 
dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 
Kota Surakarta yaitu dari beberapa Komisi yang ada di DPRD Kota 
Surakarta.  Komisi yang terkait dengan masalah ini yaitu Komisi III 
selaku Team Perumusan Anggaran dan Sekretaris DRPD Kota Surakarta 
dan jajarannya sebagai badan legislasi dalam membantu kinerja anggota 
Dewan dalam menjalankan tugasnya. 
b. Data Sekunder   
         Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya 
tetapi diperoleh dari dokumen, bahan - bahan pustaka, literature, makalah 
baik dari Sekretaris DPRD Kota Surakarta maupun dari luar tentang hal 
berkaitan dengan masalah yang diteliti ini. 
c. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari orang 
(responden / informan) atau suatu peristiwa, dalam hal ini diperoleh dari 
beberapa orang yang tergabung dalam komisi- komisi di DPRD Surakarta. 
Penulis mewawancarai beberapa anggota DPRD Surakarta diantaranya : 
1) Bpk. Epi Rizandi , komisi III ( Panitia Anggaran ) 
2) Bpk. KRMH. Satryo Hadinagoro, komisi IV ( Panitia Anggaran ) 
3) Bpk. Samat, SH ( kasubag rapat dan risalah )  
4) Bpk. Kristianto (staff bagian rapat dan risalah ) 
d. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun 
sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber di bawah ini : 
 
 
  xxi 
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004                 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara 
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaraan Negara 
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004    tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara 
6) Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib 
DPRD yang diperbaharui No. 53 Tahun 2005. 
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Negara. 
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang   Perubahan 
atas peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006. 
10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyeleng-garaan 
Pemerintah. 
13) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 6 Tahun  2001 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2004. 
14) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategis Daerah ( RESTRADA ) Kota  Surakarta Tahun 
2003-2008. 
15) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11-E Tahun 2006 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2007. 
16) Risalah Lengkap Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta   tentang 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota  Surakarta Tahun 
Anggaran 2007. 
17) Risalah Lengkap Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta tentang Rapat 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2007. 
18) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kota Surakarta. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Teknik Pengumpulan Data ini, penulis melakukan dengan cara  
a. Wawancara ( Interview ) 
      Dalam penggunaan metode ini, penulis mengadakan wawancara langsung 
dengan responden / informan yang terkait.  
b. Studi Dokumen 
Tehnik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi / isi suatu 
institusi. 
c. Observasi  
Tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan  terhadap 
obyek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara  tidak terlibat 
secara langsung (non partisipated observation). 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisa penulis menggunakan tehnik doktrinal / normatif, 
menurut Soerjono Soekanto bahwa analisis yuridis normatif dan hakekatnya 
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menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode 
induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisa yuridis normatif terutama 
mempergunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi 
penelitinya. (Soerjono dan Abdul Rahman, 1997 : 14) 
 
F. Sistematika Skripsi 
Penulis hukum dalam bentuk skripsi ini penulis susun dalam empat bab, 
dengan tata urutan sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian pemikiran 
yang saling mengikat. Adapun isi Bab I sampai dengan dengan Bab IV adalah 
sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan 
Dalam pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai “Latar 
Belakang Masalah”, yakni pokok–pokok pikiran yang menjadi dasar 
pertimbangan bagi peneliti untuk untuk memilih judul. Selanjutnya 
“Rumusan Masalah” dalam rumusan ini penulis kemukakan tentang   
hal - hal yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian 
ini. Kemudian “Tujuan Penelitian” dalam hal ini penulis kemukakan 
tujuan yang dicapai. Berikutnya “Manfaat Penelitian”, dalam hal ini 
penulis mengemukakan manfaat–manfaat yang diperoleh dalam 
penelitian ini. Kemudian “Metode Penelitian” dalam hal ini penulis 
kemukakan metode yang penulis pergunakan untuk memperoleh serta 
mengolah data dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah 
sistematika skripsi. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tinjauan teoritik yaitu berisi tentang teori–teori 
dan pendapat dari para ahli yang dipergunakan dasar analisisi dalam 
penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran yang berisi tentang 
kerangka pikir yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk 
mengetengahkan dalam penulisan hukum ini. 
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Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini penulis kemukakan hasil–hasil penelitian yang 
Penulis peroleh. Selanjutnya penulis berikan analisis terhadap hasil-
hasil penelitian. 
Bab  IV  Simpulan dan Saran 
Dalam bab ini berisi materi kesimpulan dan saran-saran. 
Kesimpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang penulis 
kemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang 
penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang penulis 
peroleh. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah  
a. Pengertian Pemerintahan Daerah (PEMDA) 
Pemerintahan Pusat berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia 
sebagai mana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas 
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki 
daerah yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat-alat 
perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang 
terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat 
menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun 
bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya. 
Meskipun Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta 
perangkat daerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(DPRD) tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat 
mencampuri bidang Eksekutif. Eksekutif merupakan wewenang dan 
tanggungjawab dari Kepala Daerah. Dengan demikian, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas. 
Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidang 
eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam 
Bidang Legislatif. 
Desentralisasi menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 
7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonam 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara 
Repiblik Republik Indonesia.  
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah 
otonom yang sebagai badan eksekutif daerah. Artinya, lembaga eksekutif 
terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain 
(HAW Widjaja, 2001: 9). 
b. Konsep tentang Pemerintah Daerah  
Setelah pemerintah orde baru mengakhiri masa pemerintahannya 
pada tanggal 20 Mei 1998 melalui suatu gerakan reformasi, kemudian 
disusul dengan percapatan Pemilu di tahun 1999, UUD 1945 yang selama 
pemerintahan Orde baru disakralkan dan tidak dapat diubah oleh MPR 
sekalipun, pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk pertama kalinya UUD 
1945 dilakukan perubahan oleh MPR. Melalui Sidang Umum MPR tahun 
1999 ada sembilan pasal yang diubah yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 
9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 
dan Pasal 21. (MPR, RI. 2003) 
Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2000, MPR melalui sidang 
tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap UUD 
1945 dengan merubah dan atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 
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18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab 
IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), 
Bab XA, Pasal 28A-J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B 
dan Pasal 36C. 
Ketentuan di dalam Pasal 18 diubah dan ditambah menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 
1) Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 
propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang. 
2) Pemerintaha daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 
3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki 
DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kelapa 
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 
5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintah. 
6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur 
dalam undang-undang. 
Pasal 18A : 
1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
propinsi, kabupaten, kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, 
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di atur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah. 
2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang. 
Pasal 18B : 
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang. 
2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Ri yang diatur dengan Undang-undang. 
Terjadinya amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945, maka 
penjelasan UUD 1945 yang selama ini “ikut-ikutan” menjadi acuan dalam 
mengatur pemerintah daerah tidak belaku lagi. Satu-satunya sumber 
konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18, Pasal 18A dan pasal 
18B. selain meniadakan kerancuan, penghapusan penjelasan Pasal 18 
sekaligus juga sebagai penataan tatanan UUD baik dari sejarah pembuatan 
penjelasan (dibuat kemudian), maupun meniadakan “keganjilan” bahkan 
“anomali” (Bagir Manan, 2001: 7). Selain tidak lazim UUD memiliki 
penjelasan, juga selama ini penjelasan di anggap sebagai sumber hukum di 
samping (bukan sederajat dengan) ketentuan batang tubuh UUD. 
Perubahan Pasal 18 (baru) ini dimaksudkan untuk lebih 
memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan RI yang meliputi 
daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan 
kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini mempunyai keterkaitan erat dengan 
ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan RI. Istilah 
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“dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) 
bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung 
menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan di mana 
kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal ini konsisten dengan 
kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. 
Berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi 
federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di 
tangan negara-negara bagian. 
Berdasar ketentuan Pasal 18A UUD 1945 itu, Pemerintah daerah 
bersama DPRD dapat mencabut kembali pertauran-peraturan daerah yang 
dinilai bermasalah, yang dapat menghambat investasi di daerah. 
Pemberlakuan perda yang bermasalah dapat menjadi preseden bagi 
birokrasi pemerintah daerah pada tingkat yang lebih rendah untuk 
memungut retribusi dan pungutan. Pemerintah pusat perlu membatalkan 
peraturan daerah-peraturan daerah dan pemerintah daerah sendiri harus 
mencabut kembali perda-perda yang menghambat investasi 
c. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah 
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari 
penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, yaitu : 
1) Asas Desentralisasi 
Didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 
memberikan pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang 
pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka daerah otonom berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan 
sistem tata pemerintahan yang ada, yaitu menurut UUD 1945 pada 
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dasarnya asas desentralisasi adalah pemberian kebebasan untuk 
mengakibatkan keaktifan daerah dengan mengikutsertakan rakyatnya 
dalam mengurus dan memajukan daerahnya. 
b) Asas Dekonsentrasi 
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 
memberikan pengertian dekonsentrasi sebagai berikut : 
”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. 
Perwujudan dari asas ini adalah terbentuknya daerah-daerah 
pemerintahan atau daerah-daerah jabatan yang disebut dengan daerah 
administrasi. Sistem ini tidak memerlukan adanya badan-badan 
perwakilan rakyat daerah, sebab segala kebutuhannya telah diurus oleh 
pemerintah pusat atau atasannya”. 
c) Asas Tugas Pembantuan 
Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 9 
memberikan definisi tugas pembantuan adalah sebagai penugasan dari 
pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang sertai pembiayaan, sarana dan 
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban untuk 
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya 
kepada yang menugaskannya. 
Agar jalur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah berjalan dengan baik, maka perlu adanya kesatuan asas dan 
memiliki kesatuan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah di 
daerah yaitu : 
(1) digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan; 
(2) penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat 
dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan 
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(3) asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, 
Kabupaten dan Kota. 
Melihat ketiga prinsip di atas terlihat bahwa khusus untuk daerah 
kabupaten dan daerah kota, prinsip yang selama ini dijalankan adalah 
melaksanakan asas desentralisasi yang didampingi dengan pelaksanaan 
asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak 
berlaku lagi, karena penyelenggaraan asas desentralisasi didaerah 
kabupaten dan kota secara bulan dan utuh. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara instansi 
vertical dengan dinas-dinas daerah yang akibatnya pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan menjadi tidak efisien selain itu akan terjadi 
pemborosan. 
Berdasarkan ketiga prinsip di atas, jelas terlihat bahwa Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah menghendaki 
agar daerah kabupaten dan kota yang dibentuk berdasarkan desentralisasi 
memiliki otonomi yang bulat dan utuh, sehingga berwenang untuk 
menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasar 
aspirasi masyarakat. Pada dasarnya semua kewenangan tersebut sudah ada 
pada daerah kabupaten dan kota, sehingga tidak perlu lagi penyerahan 
wewenang secara utuh kepada daerah. Daerah dapat menentukan sendiri 
beberapa fungsi pelayanan bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan 
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak ada lagi 
ketergantungan daerah kabupaten dan kota terhadap daerah propinsi atau 
pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah kabupaten dan kota dapat 
terwujudkan. 
Untuk asas dekonsentrasi hanya terdapat pada daerah propinsi, 
sehingga daerah propinsi selain sebagai daerah otonomi juga merupakan 
wilayah administrasi yaitu wilayah kerja gubernur selaku wakil 
pemerintah pusat di daerah. 
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d. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah 
Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi 
pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 
bangsa secara keseluruhan yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-
tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita 
masyarakat lebih baik yaitu suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur. 
Keberadaan pembangunan di daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Disamping itu pembangunan daerah diotoritasikan 
untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa 
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu 
serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan didaerah sama dengan 
halnya dengan pusat yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana 
yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi bila disimak dari 
pertimbangan perlunya pemerintah daerah terkandung tujuan sebagai 
berikut: 
1) Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi 
dan inspirasi masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka 
pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. 
2) Dari segi manajemen pemerintah adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas 
jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. 
3) Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha 
pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri dan 
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tidak banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta daya saing 
yang kuat dalam proses penumbuhannya. 
4) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan 
pelaksanaan program pembangunan guna mencapai kesejahteraan 
masyarakat yang makin meningkat. 
e. Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PEMDA) 
Isi dari jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-undang 
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 beserta penjelasannya menjadi 
pedoman dalam penyusunan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pokok-pokok 
pemikiran sebagai berikut: 
1) Sistem Ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip 
pembagian kewenangan berdasarkan cara dekosentrasi dan 
desentralisasi serta tugas pembantuan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
2) Daerah yang dibentuk berdasarkan cara desentralisasi dan dekosentrasi 
adalah daerah Propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan 
cara desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah 
yang dibentuk dengan cara desentralisasi berwenang untuk 
menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat. 
3) Pembagian Daerah diluar daerah Propinsi dibagi habis kedalam 
Daerah Otonom. Dengan demikian, wilayah adiministrasi yang berada 
didalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah 
Otonom atau dihapus. 
4) Kecamatan yang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka 
dekosentrasi menurut Undang-undang ini kedudukannya di ubah 
menjadi Perangkat Daerah Kabupaten dan perangkat Daerah Kota. 
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Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan didalam Pasal 19 
ayat (2), bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan dalam 
penyelengaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah 
menggunakan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. seperti yang 
disebutkan didalam Pasal 20 ayat (3) yakni “Dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah menggunakan Asas Otonomi 
dan Tugas Pembantuan. 
Selanjutnya dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka 
daerah mempunyai hak-hak sebagai berikut: 
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
2) memilih pimpinan daerah; 
3) mengelola aparatur daerah; 
4) mengelola kekayaan daerah; 
5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang berada di daerah; 
7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 
8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka Daerah mempunyai 
kewajiban seperti yang tercantum dibawah ini: 
1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan kesatuan dan 
kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 
3) mengembangkan kehidupan demokrasi; 
4) mewujudkan keadilan dan pemerataan; 
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5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 
6) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 
7) menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak; 
8) mengembangkan sistem jaminan sosial; 
9) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 
10) mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 
11) melestarikan lingkungan hidup; 
12) mengelola administrasi kependudukan; 
13) melestarikan nilai sosial budaya; 
14) membentuk dan menerapkan peraturan perundang–undangan sesuai 
dengan kewenangannya; dan 
15) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
f. Lembaga Pemerintah Daerah (PEMDA) 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 24 yakni: 
“Bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang 
disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan 
untuk Kota disebut Walikota”. 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh satu 
orang Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk Kabupaten 
disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota. 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung 
oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. 
g. Tugas Wewenang Pemerintah Daerah (PEMDA) 
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah adalah sebagai berikut: 
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Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: 
1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD); 
2) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA); 
3) menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah mendapat 
persetjuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 
4) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama; 
5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas: 
1) membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah; 
2) membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi 
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil 
pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan 
perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 
pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; 
3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
diwilayah Kecamatan, Kelurahan dan / atau Desa bagi Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten / Kota; 
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4) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah; 
5) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh Kepala Daerah; dan 
6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila kepala 
daerah berhalangan. 
2. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah  
Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–
undangan. Daerah Otonom merupakan daerah yang mempunyai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Marbun, 1983:52). 
Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah pemerintah dan DPRD. 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum 
Penyelenggaraan Negara yang terdiri dari: 
1) asas kepastian hukum; 
2) asas tertib penyelenggaraan Negara; 
3) asas kepentingan umum; 
4) asas keterbukaan; 
5) asas proporsionalitas; 
6) asas profesionalitas; 
7) asas akuntabilitas; 
8) asas efisiensi; dan 
9) asas efektifitas. 
b. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
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2) memilih pemimpin; 
3) mengelola aparatur Negara; 
4) mengelola kekayaan Negara; 
5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang berada di daerah; 
7) mendapatkan sumber–sumber pendapatan lain yang sah; dan 
8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang– 
undangan. 
c. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: 
1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2) meningkatklan kualitas kehidupan masyarakat; 
3) mengembangkan kehidupan demokrasi; 
4) mewujudkan keadilan dan pemerataan; 
5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 
6) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 
7) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 
8) mengembangkan sistem jaminan sosial; 
9) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 
10) mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 
11) melestarikan lingkunga hidup; 
12) mengelola administrasi kependudukan; 
13) melestarikan nilai sosial budaya; 
14) membentuk dan menerapkan peraturan perundang–undangan sesuai 
dengan kewenangannya; dan 
15) kewajiban lain yang diatur dalam perundang–undangan. 
3. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
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Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemerintah Daerah bahwa 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Badan Legislatif Daerah 
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Konstruksi 
yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara kepala 
daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib 
pemerintahan di daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan 
yang sama tinggi antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yaitu kepala daerah memimpin di bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislative (Marbun, 2005, Hal 62). 
a. Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Secara sepintas struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) tidak berbeda dengan struktur Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPRD) Pusat karena di dalam strukturnya terdapat anggota, komisi – 
komisi dan panitia-panitia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk 
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. anggota dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti halnya Anggota yang diangkat 
mewakili TNI / POLRI, sedangkan anggota yang dipilih mewakili partai 
politik (PARPOL). Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan 
politik yang langsung mewakili rakyat hasil dari Pemilihan Umum 
(PEMILU).  
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 
perwujudan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan merupakan 
konsekuensi Negara Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan 
demokrasi secara perwakilan sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah. 
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Pada saat berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah disebutkan 
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimasukkan ke dalam 
lingkup Pemerintahan Daerah setelah berlakunya Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang selanjutnya di ubah menjadi Undang-undang republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan lagi sebagai unsur 
Pemerintahan Daerah, akan tetapi merupakan Lembaga Legislatif Daerah 
yang terpisah dari Pemerintahan Daerah. 
Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengertian Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Bab I Ketentuan Umum 
Pasal 1 ayat 4 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah 
yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Dalam rangka untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan 
kehendak rakyat yang diwakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. 
Kepentingan dan aspirasi rakyat ini sangat beraneka ragam, baik karena 
jumlah rakyat yang sangat besar, maupun kepentingan sendiri-sendiri. 
Aspirasi dan kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, 
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pangan, perumahan, dan kesehatan. sementara yang bersifat spiritual 
meliputi; pendidikan, keagamaan, kebebasan berpendapat dan 
mendapatkan keadilan. 
Kepentingan rakyat akan dapat diselenggarakan dengan baik 
apabila wakil rakyat tersebut mengetahui aspirasi dari rakyat yang 
diwakilinya dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan 
secara jelas dan umum serta mampu menentukan cara-cara 
pelaksanaannya. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, mutu 
atau kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat 
menentukan, penyusunan kebijaksanaan daerah yang tepat sangat 
tergantung pada kecakapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi 
oleh rakyat yang diwakilinya. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga 
Perwakilan Rakyat di Daerah melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya 
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar 
sebagai mitra Pemerintahan Daerah.  
Fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
adalah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya bersama 
dengan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sejajar dengan Kepala 
Daerah, dengan kedudukan yang sama tinggi dan sejajar tersebut 
diharapkan akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama yang serasi dalam 
suasana kemitraan sehingga diharapkan akan terpeliharanya tertib 
Pemerintahan Daerah yang stabil walaupun dalam perkembangan 
selanjutnya fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) berubah-ubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya, namun hubungan kemitraan antara Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah harus tetap terjaga sesuai 
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dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Selanjutnya mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) secara umum tidak jauh berbeda dengan fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada di Pusat.  
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara umum dapat 
diklasifikasikan kedalam tiga bentuk, yakni Representasi, Pembuatan 
Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi (Miriam Budiharjo dan Ibrahim 
Ambong, 1995: 151). 
1) Representasi adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dengan keanekaragaman demografis, sosiologis, ekonomis, kultural 
maupun politik di dalam masyarakat.  
2) Pembuatan Keputusan merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) saat dihadapkan pada berbagai persoalan demi 
terwujudnya kesejahteraan bersama yang disepakati.  
3) Pembentukan Legitimasi adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) atas nama rakyat berhadapan dengan pemegang 
kekuasaan. Ukuran pelaksanaan dari fungsi tersebut dapat dilihat dari 
kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 
mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi masalah-
masalah utama, dan merumuskan cara untuk mengatasinya.  
                         Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
Menurut pasal 41 UU No 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah dan 
menurut pasal 4 Tata Tertib DPRD Surakarta mengenai Fungsi DPRD, 
bahwa : 
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DPRD mempunyai fungsi : 
a.  Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
             diwujudkan dalam membentuk  Peraturan Daerah bersama Kepala  
             Daerah. 
                  b. Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan  
    dalam membahas dan menyetujui APBD bersama Pemerintah   
    Daerah. 
3. Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan    
    dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, 
    Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh   
    Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
secara umum seperti yang sudah disebutkan di atas, maka dalam hal 
pelaksanaan wewenang dibidang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) mempunyai fungsi khusus untuk melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Pengawasan ini bertalian dengan Hak Budget. Dalam 
peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan Hak Budget lazim diartikan 
sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  
Pada dasarnya Hak Budget bukan sekedar untuk menetapkan, 
melainkan termasuk hak menolak dan hak mengawasi pelaksanaan 
anggaran. Atas dasar itu Hak Budget adalah hak pengawasan yang 
dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawasi 
pada waktu menetapkan dan pada waktu pelaksaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  
(APBD). 
Sebagai hak pengawasan, Hak Budget merupakan Hak Derivatif 
dan bukan Hak Asli. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(DPRD) tidak memiliki inisiatif untuk menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hak inisiatif ada pada Eksekutif 
dan bukan merupakan fungsi legislatif. Hak Budget Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) timbul pada saat untuk mencegah adanya 
penggunaan anggaran tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dan akan menimbulkan penyalahgunaan anggaran yang 
tidak berhubungan dengan kepentingan dan atas dasar aspirasi rakyat yang 
diwakilinya. 
b. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksakana 
Tugas dan Wewenangnya adalah sebagai Wakil Rakyat, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai beberapa hak dan 
kewajiban yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 Hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43 disebutkan bahwa, Hak Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain : 
1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak: 
a) Interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada kepala daerah 
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis 
yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan 
Negara; 
b) Angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk 
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebjakan tertentu kepala 
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 
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c) Menyatakan pendapat yaitu hak DPRD untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian 
luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 
interpelasi dan hak angket. 
2) Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dihadiri 
sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan putusan diambil dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir. 
3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bekerja dalam waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Angket sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang 
yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 
sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau 
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. 
5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket 
kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 
6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak 
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia 
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. 
Tata cara penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak 
menyatakan pendapat diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya didalam Pasal 44 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan 
bahwa: 
1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 
hak : 
a) mengajukan rancangan perda; 
b) mengajukan pertanyaan; 
c) menyampaikan usul dan pendapat; 
d) memilih dan dipilih; 
e) membela diri; 
f) imunitas; 
g) protokoler; dan 
h) keuangan dan administrative. 
2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. Menurut Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2004 mempunyai kewajiban : 
a) mengamalkan Pancasila, melaksakana Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala 
peraturan perundang-undangan; 
b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 
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c) mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta 
keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia; 
d) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
e) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
rakyat; 
f) mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok dan golongan; 
g) memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai 
wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah 
pemilihannya; 
h) mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan 
i) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
yang terkait. 
c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut: 
1) membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala 
Daerah; 
3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaan Perda dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja 
sama internasional di daerah; 
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4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / 
Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota;  
5) memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
wakil Kepala Daerah; 
6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  
7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 
yang dilaklukan oleh pemerintah daerah; 
8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah 
dalam penyelenggaaran Pemerintahan Daerah 
9) membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah; 
10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; 
11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 
4. Tinjauan Tentang Pengawasan 
a. Pengertian tentang Pengawasan 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari 
perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. hal ini dimaksud untuk 
mengusahakan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau 
program-program yang telah digariskan. Pengawasan biasanya dilakukan 
oleh seorang manajer dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi 
tempat seorang manajer mengadakan pelaksanaan, pengorganisasian, 
pengarahan serta bimbingan yang dilakukan dengan baik. Di Negara 
Indonesia, sistem pengawasan ini telah diatur dalam Instruksi Presiden 
Nomor 15 tahun 1983, akan tetapi peraturan hukum tersebut tidak 
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memberikan keterangan yang tegas dan jelas mengenai pengertian 
pengawasan itu (Suyanto, 1989:23). 
Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan ilmu manajemen, 
karena pengawasan merupakan sistem yang mempunyai unsur 
pengelolaan kegiatan. Pengawasan pada dasarnya adalah suatu tindakan 
menilai / menguji apakah sesuatu telah bejalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan. Menggunakan cara pengawasan tersebut akan dapat 
menemukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut 
akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan 
tersebut berulang kembali (Teguh Yuwono, 2001:61). 
Tujuan pelaksanaan pengawasan tidak hanya untuk mencari 
kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pelaksanan, melainkan juga 
untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah 
sesuai denga rencana yang telah ditetapkan. Sebab tujuan dari pengawasan 
pada dasarnya adalah untuk mengarahkan atau meluruskan 
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi, sehingga 
aktifitas organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan 
adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 
dilaksanakan, menilai mengkoreksi suatu kegiatan pembangunan. Selain 
itu juga mengambil tindakan perbaikan agar pembangunan 
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, serta untuk usaha perbaikan di masa 
datang (Bintoro Tjokroamidjojo, 1997: 213). 
Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi dari pengawasan sangat 
penting dan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar dapat diperoleh 
umpan balik (feed back) untuk melakukan perbaikan bila terdapat 
kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit 
untuk diperbaiki. Usaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
bilamana ditemukan kekeliruan atau penyimpangan dalam bekerja 
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merupakan tanggungjawab organisasi atau unit kerja yang bersangkutan, 
meski pun pelaksnaannya dilakukan oleh bawahannya. 
Dalam suatu organisasi besar maupun kecil, fungsi pengawasan 
merupakan unsur esensial demi kelangsungan dan pertumbuhan serta 
keselamatan organisasi yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, 
pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi pemerintahan yang ada 
di daerah dan memerlukan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan 
yang baik. 
Dalam organisasi Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan 
suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan 
undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hasil dari suatu 
pengawasan dapat dijadikan bahan informasi untuk penyempurnaan dari 
rencana maupun dalam mewujudkan pelaksanaan dari rencana tersebut. 
Dengan pengawasan yang baik dapat mengatasi penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana maupun sebagai 
bahan informasi tentang jalannya suatu rencana. 
Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan 
daerah dan pemerataan agar daerah dalam segala aspek kehidupan social 
dan ekonomi masyarakat semakin nyata dan terus berkembang. Hal ini 
tercermin dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti undang-undang 
sebelumnya. 
Kedua undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang sangat 
strategis dan dapat meningkatkan peluang bagi daerah untuk lebih 
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menciptakan peluang yang 
lebih besar dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan 
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dengan preferensi dan prioritas daerah. Kondisi ini dimungkinkan dengan 
semakin besarnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam pengambilan 
keputusan yang didukung oleh semakin besarnya proporsionalnya dana 
yang dikelola oleh daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah, 
maka untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai 
abdi masyarakat dan penggerak pembangunan, dibutuhkan kapasitas dan 
kapabilitas pemerintah daerah yang memadai. Keberhasilan pelaksanaan 
otonomi daerah tergantung dari upaya pemerintah daerah dalam 
pembiayaan rumah tanggannya sendiri disamping persyaratan administrasi 
yang telah ditentukan. dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, 
pemerintah daerah perlu memberdayakan sumber-sumber pendapatan 
yang sudah ada dan menggali potensi pendapatan yang belum tergarap. 
Selain menggali potensi pendapatan, pemerintah daerah juga dapat 
menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan membuka peluang 
investasi kepada pihak swasta nasional maupun pihak asing untuk 
mendirikan usaha di daerah setempat. Pemerintah daerah akan 
mendapatkan beberapa keuntungan dengan dibukanya investasi di daerah. 
Keuntungan yang didapat antara lain pihak swasta akan membayar pajak 
kepada pemerintaha daerah dan hal tersebut akan menambah pendapatan 
bagi daerah setempat dan kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud 
seiring dengan adanya peluang pekerjaan dari usaha yang didirikan 
investor tersebut. 
Era reformasi yang diikuti dengan desentralisasi kewenangan dan 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pada 
gilirannya akan menyebabkan banyaknya perubahan secara mendasar 
pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu wujud responsivitas 
pemerintah terhadap tuntutan perubahan ini terlihat dengan 
diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 
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2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan undang-undang 
sebelumnya (Winaryo Suryo Adisubroto, 1999:84).  
         Menurut BAB XII pasal 217 UU No 32 tahun 2004 mengenai  
          Otonomi Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan : 
1. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan  
    oleh pemerintah yang meliputi : 
a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan; 
b. Pemberian pedoman dan standart pelaksanaan urusan pemerintah; 
c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan  
        urusan pemerintah; 
d. Pendidikan dan pelatihan; 
e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan    
   evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. 
2.  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
secara berkala pada tingkat nasional, regional atau provinsi. 
3.  Pemberian pedoman dan standart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf  b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, 
pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. 
4.  Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala, baik secara 
menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepala daerah tertentu 
sesuai dengan kebutuhan. 
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
    d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala  
    daerah, anggota DPRD dan perangkat daerah, pegawai negeri sipil  
    daerah dan kepala desa. 
6.  Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi  
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara 
berkala ataupun sewaktu – waktu dengan memperhatikan susunan 
pemerintahan. 
7.  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dan huruf e dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi 
dan/atau lembaga penelitian. 
     Menurut penjelasan mengenai UU NO 32 TAHUN 2004    
    tentang Otonami Daerah bahwa : 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses      
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah  
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang –    
undangan yang berlaku.Dalam hal pengawasan terhadap rancangan  
peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2   
( dua ) cara sebagai berikut : 
1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah ( RAPERDA ) yaitu  
    terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah,  
   APBD dan RUTR sebelum dipisahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu 
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Propinsi dan oleh 
Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan 
agar pengaturan tentang hal – hal tersebut dapat mencapai daya guna dan 
hasil guna yang optimal. 
2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk   
    dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada  
Menteri dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota 
untuk memperolah klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi 
dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam rangka 
mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat 
menerapkan sangsi kepada penyelenggara pemerintah daerah apabila 
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diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara 
pemerintah daerah tersebut. Sangsi dimaksud antara lain dapat berupa 
penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, 
penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik 
peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan ketentuan lain yang 
ditetapkan daerah serta dapat memberikan sangsi pidana yang diproses 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah 
Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan 
gambaran yang jelas terutama tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai 
target sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana yang 
digunakan untuk berbagai program dan kegiatan dapat memberikan 
manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat sebagai wujud 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang 
berorientasi kepada kepentingan publik. 
b. Macam-macam Pengawasan 
Berdasarkan Pasal 218 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang 
menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah, dan pengawasan terhadap peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan 
pemerintahan agar dapat terwujud dengan berhasil dan tertib, maka untuk 
mencapai tujuan itu harus disertai dengan pengawasan dan 
pertanggungjawaban bagi pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah 
daerah. Untuk itu perlu diadakannya pengawasan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan dalam rangka melaksanakan tugas 
pengawasan terhadap pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 
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Sejalan dengan tujuan dan pengertian pengawasan itu sendiri maka 
diperlukan adanya cara-cara atau jenis-jenis pengawasan. Dalam hal ini 
jenis pengawasan meliputi dua macam, antara lain: 
1) Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat 
dalam lingkungan dinasnya sendiri, seperti seorang Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan terhadap tata usaha 
keuangan dari dinas yang dipimpinnya. 
2) Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat 
yang berada di lingkungan dinas yang diperiksa itu, seperti bagian 
pengawasan keuangan dari Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota. Apabila dipandang dari luar daerah hanya menjalankan 
pengawasan intern terhadap dinasnya sendiri-sendiri, tetapi dalam 
melakukan tugas tersebut aparat pengawas keuangan dari Kantor 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bertindak juga sebagai pengawas 
ekstern terhadap Dinas Pekerjaan Umum, karena Dinas Pekerjaan 
Umum merupakan bagian dari dinas daerah tersebut. 
Selain dari kedua jenis pengawasan tersebut, apabila dilihat dari sifatnya 
maka pengawasan mempunyai dua sifat, yaitu: 
1) Pengawasan Preventif 
Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang bersifat 
pencegahan terhadap berlakunya peraturan daerah yang dianggap 
penting oleh pembuat undang-undang. Pengawasan ini dapat 
dilaksanakan terhadap beberapa keputusan tertentu yang menyangkut 
kepentingan-kepentingan bagi daerah. 
2) Pengawasan Represif 
Pengawasan represif adalah pengawasan yang bersifat 
penindakan apabila terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah 
yang dianggap penting oleh pembuat undang-undang. Pengawasan 
Represif dapat diwujudkan dengan pembatalan atau peniadaan 
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keputusan-keputusan yang sah dan bertentangan dengan kepentingan 
umum. 
Dalam hal mengenai jenis-jenis pengawasan, Hadari Nawawi 
mengemukakan bahwa jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai 
berikut (Hadari Nawawi, 1989: 67). 
1) Dilihat dari pelaksanaanya, pengawasan dapat dibedakan menjadi,  
         pengawasan intern dan pengawasan ekstern. 
2) Dilihat dari fungsinya, pengawasan dapat dibedakan yaitu,    
         pengawasan fungsional atau pengawasan masyarakat dan pengawasan  
         atasan langsung atau pengawasan melekat. 
Dalam rangka menjamin keberhasilan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembagunan daerah, maka baik pengawasan maupun 
pengawasan melekat harus terus ditingkatkan dan dimantapkan sebagai 
bagian mutlak dari kegiatan administratif pemerintahan daerah. Pengawasan 
terhadap kegiatan aparat pemerintah daerah dapat dilakukan oleh sesama 
aparat pemerintah atau oleh aparat lain di luar lembaga eksekutif secara 
fungsional dan dapat pula dilakukan oleh kekuasaan Kehakiman. 
1) Pengawasan Fungsional 
Pengawasan fungsional ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 
tahun 1983. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
pengawasan terdiri dari pengawaan yang dilakukan oleh atasan langsung 
baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan pengawasan yang 
dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas. Sehubungan dengan apa 
yang tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut, pengertian dari pengawasan 
fungsional ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan 
khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi organisasi 
yang dipimpinnya. 
Dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia dikenal pula 
pengawasan yang bersifat ekstern. Hal ini terjadi apabila pemerintah 
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diawasi oleh lembaga Negara yang posisinya berada di luar lembaga 
eksekutif, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
2) Pengawasan Melekat 
Pengawasan melekat diatur dalam Intrsuksi Presiden Nomor 15 tahun 
1983. Dalam Instruksi Presiden tersebut digunakan dua istilah yang 
dianggap sama artinya, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan atasan 
langsung. Kegiatan pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi 
pimpinan yang harus mengawasi semua bawahannya. Dengan demikian 
fungsi ini melekat atau menjadi satu dengan fungsi kepemimpinan. Siapa 
saja yang menjabat sebagai pimpinan, akan berkewajiban melaksanakan 
pengawasan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pengawasan melekat 
pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban dan memiliki sifat mutlak 
yang berarti harus dilakukan. 
Pengawasan melekat sangat efektif untuk mengendalikan 
kegiatan dari aparat pemerintahan, sehingga dapat terwujud suatu 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government). 
Efektifas ini sehubungan dengan adanya tiga sifat sekaligus yang terdapat 
dalam pengawasan melekat ini, bersifat tepat, bersifat cepat, bersifat murah. 
Bersifat tepat, karena aparat pengawas atau pimpinan mengetahui benar 
lingkup tugas dan kewajiban dari aparat yang harus diawasi. Bersifat cepat, 
karena pengawasan melekat ini tidak bersifat prosedural, dengan demikian 
aparat pengawas dapat mengetahui secara langsung adanya kekeliruan yang 
dibuat oleh pelaksana. Bersifat murah, karena proses pengawasan ini 
merupakan built in control, jadi tidak memerlukan anggaran biaya sendiri. 
5. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah / APBD 
       Menurut BAB VIII pasal 179 UU No 32 tahun 2004 mengenai  
               Otonomi Daerah tentang KEUANGAN DAERAH : 
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APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1  
( satu ) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31  
Desember.  
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 15, yakni Pendapatan 
daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih.  
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1997: 213), dalam rangka 
menyelenggarakan urusan-urusannya, Pemerintah Daerah dapat berfungsi 
dengan baik jika mempunyai sumber-sumber keuangan yang diperoleh 
melalui: 
a. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh 
suatu daerah tertentu. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah atau masing-masing daerah berbeda-beda dilihat dari segi 
potensinya dan segi usaha pengembangan daerah. 
b. Sumber lain adalah subsidi, bantuan langsung dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah Subsidi atas bantuan ini dapat dibagi dua 
yaitu yang bisa digunakan oleh daerah sesuai dengan kepentingan 
daerah atau yang sudah "earmarked" yaitu yang sudah ditentukan 
penggunaannya. 
c.  Pemerintah Daerah punya wewenang untuk menarik dan memungut 
pajak dan tarif-tarif tertentu yang sepenuhnya berada di tangan 
Pemerintah Daerah. Hal ini penting supaya dengan demikian terdapat 
inisiatif dan pertanggungjawaban dari daerah-daerah itu sendiri. 
d.  Pemerintah Daerah dapat mengadakan kegiatan yang menghasilkan 
pendapatan antara lain dengan mendirikan perusahaan daerah. 
e.  Kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengajukan dana  kredit yang 
      ringan.. 
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Sedangkan sumber-sumber keuangan daerah seperti yang tersebut 
dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : 
a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : 
1)  Hasil Pajak Daerah, 
2)  Hasil Retribusi Daerah, 
3)  Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan  
      kekayaan Daerah yang dipisahkan 
4)  Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
b. Dana perimbangan 
c. Pinjaman daerah, dan 
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
   Seperti dikemukakan di atas bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah 
dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahannya masih sangat 
mengharapkan subsidi dari pemerintah pusat sebagai sumber utama 
pendapatan daerahnya. Adapun pendapatan daerah itu digunakan untuk 
menyelenggarakan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat serta melaksanakan pembangunan yang ada di daerahnya. Untuk 
dapat mengurus rumah tangga daerahnya dengan sebaik-baiknya maka 
untuk suatu masa tertentu, daerah harus mempunyai rencana yang teratur 
dan tersusun dalam suatu anggaran keuangan, di mana harus ada 
keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, ada dua macam pengeluaran pemerintah: 
a. Pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk   
    membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah. 
b. Pengeluaran Pembangunan, yaitu pengeluaran pemerintah yang  
    bersifat investasi, dan ditujukan untuk melayani tugas-tugas   
    pemerintahan sebagai salah satu faktor pembangunan nasional.  
    (Revrisond Baswir, 1989:89). 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 8 disebutkan 
bahwa; pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian dalam 
Pasal 9 dinyatakan bahwa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, 
disebutkan dalam Pasal 1 angka (17), bahwa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
akan mencerminkan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan dan 
kebijaksanaan daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui peraturan 
daerah, tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran 
tertentu, ditetapkan perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya. Apabila Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada permulaan tahun anggaran 
yang bersangkutan belum diundangkan, maka Pemerintahan Daerah 
menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan 
keuangannya. 
Kebijaksanaan pemerintah daerah selalu akan dituangkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pada 
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dasarnya segala tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah akan dituangkan dalam bentuk angka. 
B.  Kerangka Pemikiran 
Dalam penulisan skripsi ini penulis kemukakan kerangka pemikiran 
sehingga dapat memperjelas bagaimana analisa penulis terhadap optimalisasi 
pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2007 oleh 
Dewan Perwakilan Surakarta (DPRD) Kota Surakarta menurut Undang – Undang 
Nomor 32 tahun 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 
Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 
Peranan DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2007 
Upaya mengoptimalkan pengawasan terhadap 
pelaksanaan APBD tahun 2007 
Faktor Penghambat Faktor Pendukung 
Pelaksanaan pengawasan APBD tahun 2007 oleh DPRD Kota 
Surakarta berdasarkan UURI No. 32 Tahun 2004 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Surakarta yang beralamatkan di 
Jalan Adi Sucipto 143 A Surakarta. Penulis mencoba interview kepada 
narasumber dari beberapa anggota dewan dan beberapa staff sekretariat dewan 
dalam. 
Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan politik kebangsaan, 
setelah dilakukan amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan yang sangat 
mendasar dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan 
lembaga DPRD yang ditetapkan dengan UU No. 22 Tahun 2003. kedudukan 
DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi 
yang sama dengan pemerintahan daerah dalam membangun dan mengusahakan 
dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah yang dapat 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud 
dapat diterima oleh masyarakat luas. 
DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang merupakan unsur lembaga 
penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 
pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat. Pada tahun 
2007, anggota DPRD Kota Surakarta terdiri dari 6 fraksi yaitu : 
a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)  
b. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 
c. Fraksi Partai Golongan Karya (FPG)  
d. Fraksi Partai Demokrat (FPD) 
e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) 
f. Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS)  
            Anggota DPRD Surakarta dalam menjalankan tugasnya harus sesuai 
aturan yang berlaku yaitu harus menghormati dan mentaati Tata Tertib DPRD 
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Kota Surakarta nomor 31 tahun 2006 dan Kode Etik DPRD Kota Surakarta nomor 
06 tahun 2007 sebagai peraturan perubahan dari peraturan yang diterapkan 
sebelumnya.  
Tata Tertib DPRD Kota Surakarta merupakan aturan baku yang telah 
ditetapkan oleh Ketua DPRD sebagai ketentuan yang harus dihormati dan ditaati 
oleh anggota DPRD Kota Surakarta.  
Kode Etik DPRD Kota Surakarta adalah norma – norma atau aturan – aturan 
yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku 
maupun ucapan mengenai hal – hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut 
dilakukan oleh anggota DPRD. Keterangan mengenai beberapa hal yang telah 
diatur oleh Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kota Surakarta bisa disimak seperti 
di bawah ini. 
Alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta terdiri dari: 
1. Pimpinan 
DPRD Kota Surakarta diketuai oleh H. Faried Badres dengan dibantu 2 wakil 
ketua yaitu Alqaf Hudaya, SH. dan HM. Yusuf Hidayat. Pada tahun 2007 
Pimpinan DPRD Kota Surakarta yaitu H. Faried Badres meninggal dunia 
sehingga digantikan oleh Ir. Hariadi Saptono.  
Pimpinan DPRD mempunyai tugas: 
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
mengambil keputusan; 
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua 
dan wakil-wakil ketua; 
c. menjadi juru bicara DPRD; 
d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD; 
e. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lain 
sesuai dengan putusan DPRD; 
f. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD pada setiap proses atau 
tapan peradilan; 
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g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna 
DPRD. 
2. Panitia Musyawarah 
Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap 
yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia 
Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah 
anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separo jumlah anggota 
DPRD. Panitia Musyawarah terdiri dari 15 orang mempunyai tugas: 
a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik 
diminta atau tidak; 
b. menetapkan kegiatan dan jadwal antara rapat DPRD; 
c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbal perbedaan 
pendapat; 
d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; dan 
e. merekomendasikan pembentukan panitia khusus. 
3. Komisi 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi-
komisi dalam DPRD terdiri dari : 
Komisi  I :  Bidang pemerintahan terdiri dari 10 anggota yang bertugas 
bidang pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan, 
pers, hukum/perundang-undangan, aparatur, kesbanglinmas, 
pertahanan, perijinan dan tata kota. 
Komisi  II :  Bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari 9 anggota 
yang bertugas bidang perindustrian, perdagangan, pertanian 
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peternakan dan perkebunan, pekerjaan umum, perumahan 
rakyat, dunia usaha dan penanaman modal, dan koperasi. 
Komisi  III :  Bidang anggaran terdiri dari 9 anggota yang bertugas bidang 
keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahan 
daerah, preusan patungan dan perhubungan. 
Komisi IV :  Bidang kesejahteraan rakyat terdiri dari 10 anggota yang 
bertugas bidang ketenagakerjaan, pendidikan, IPTEK, social, 
kesehatan, pariwisata, ormas, pemberdayaan perempuan dan 
KB, transmigrasi, lingkungan hidup, kebersihan dan 
pertamanan, pengadaan pangan dan logistik. 
Tugas komisi adalah: 
a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
negara kesatuan RI dan daerah; 
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan 
rancangan keputusan DPRD; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-
masing; 
d. membantu pimpinan DPRD  untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat lepada DPRD; 
e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat; 
f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
pimpinan DPRD; 
h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; 
i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan 
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j. memberikan laporan tertulis lepada pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi. 
4. Badan Kehormatan 
Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta yang 
bersifat tetap, yang memilih dari dan oleh anggota DPRD, dibentuk dan 
ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan kehormatan terdiri dari 5 orang 
berdasarkan usul masing – masing fraksi dan masa tugasnya paling lama dua 
setengah tahun. 
Badan kehormatan mempunyai tugas : 
a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD 
dalam rangka martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD; 
b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 
peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; 
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan 
anggota DPRP, masyarakat dan atau pemilih; 
d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan 
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi 
untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; 
e. Menyampaikan rekomendasi lepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi 
nama baik apabila todak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan 
anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, 
masyarakat dan atau pemilih. 
5. Panitia Anggaran 
Panitia Anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap 
komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Panitia 
Anggaran terdiri dari 23 orang mempunyai tugas: 
a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 
mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
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lima bulan sebelum ditetapkannya APBD, berupa pokok-pokok pikiran 
DPRD; 
b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 
mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna; 
c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan 
APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan 
APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah; 
d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran 
yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan 
e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 
penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD. 
6. Panitia Khusus 
Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan 
tidak tetap ,yang anggotanya terdiri dari anggota komisi terkait yang mewakili 
semua fraksi yang ada dan  bertugas membahas hal – hal yang dianggap 
khusus yang diselenggarakan untuk keperluan itu. 
B. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam 
Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari 
perencanaan yang menyeluruh adalah Pengawasan, hal ini dimaksud untuk 
mengusahakan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau program - 
program yang telah digariskan. Di Negara Indonesia, sistem pengawasan ini telah 
diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983, akan tetapi peraturan 
hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas mengenai 
pengertian pengawasan itu. 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Surakarta 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan gambaran yang 
jelas terutama tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai target sasaran yang 
hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk berbagai 
program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dapat 
dirasakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik. 
Mengingat bahwa posisi dasar pengawasan sebagai salah satu fungsi dasar 
manajemen tidak dapat dihilangkan, dalam mekanisme organisasi. Unsur 
pengawasan sangat diperlukan oleh setiap pemerintahan daerah yang ingin 
mencapai tujuan lewat penerapan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan 
efisien. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan APBD serta fungsinya itu 
adalah DPRD serta perangkat-perangkat pengawasannya. 
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) agar dapat terwujud dengan berhasil dan tertib, maka untuk mencapai 
tujuan itu harus disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban bagi 
pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta yang berperan dalam rangka melaksanakan 
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun 2007.  
Di dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1983 pada Pasal 3 ayat 
(2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat adalah 
pengawasan yang diterapkan DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan 
pengawasan APBD dengan: 
1. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas  
    dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula; 
      2. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara  
      tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan  
    yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan; 
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3. Melalui perencanaan kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 
dilaksanakan, bentuk kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar 
berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai; 
4. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas 
dari atasan kepada bawahan. 
Adanya pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan dewan langsung 
kepada anggota tidaklah berarti mengganggu pelaksanaan tugas pemeriksaan 
dari aparat pengawasan, juga tidak menjadi tumpang tindih dalam 
pemeriksaan. Rasa kekhawatiran kemungkinan akan timbul masalah di atas 
dapat dicegah karena sasaran maupun ruang lingkup pemeriksaan dari 
masing-masing aparat pengawasan fungsional dan atasan langsung saling 
berbeda. Dengan demikian semua bidang dan semua kegiatan dalam 
pelaksanaan APBD perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna yang setinggi-tingginya serta untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan 
penyimpangan-penyimpangan. 
Dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia dikenal pula pengawasan 
yang bersifat ekstern. Hal ini terjadi apabila pemerintah diawasi oleh lembaga 
Negara yang posisinya berada di luar lembaga eksekutif, seperti pengawasan 
yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. DPRD dalam kerangka pelaksanaan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada 
Pemerintah Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik 
yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan 
masyarakat, sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, 
anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Jadi 
dengan demikian diharapkan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah 
dan institusi politik dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. 
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Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 
42 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 adalah melaksanakan pengawasan 
terhadap : 
1.  Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; 
2.  Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah;  
 3.  Pelaksanaan APBD; 
4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan  
    daerah; dan 
5. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah 
Tugas dan wewenang pengawasan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 42 
ayat (1) tersebut, harus dibedakan dengan tugas pengawasan yang dilakukan 
oleh perangkat pengawas fungsional. Tugas dan wewenang pengawasan yang 
dilakukan DPRD berada dalam dimensi politik, sedangkan tugas pengawasan 
yang dilakukan perangkat pengawas fungsional berada dalam dimensi 
administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan 
pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan 
kondisi kehidupan rakyat di daerah. Maksudnya, apakah rakyat benar-benar 
telah memperoleh pelayanan dan perlindungan secara semestinya? Apakah 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah benar-benar menjadikan 
meningkatnya kesejahteraan rakyat? Apakah penggunaan anggaran yang 
telah dialokasikan tidak disalahgunakan untuk hal yang merugikan rakyat 
dan negara? Apakah pungutan-pungutan yang diambil dari rakyat telah 
dibukukan secara benar dan didayagunakan secara optimal bagi 
kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak 
merugikan rakyat? Apakah dengan hutang kepada negara lain lebih banyak 
memberi manfaat ketimbang ruginya? dan sebagainya. Jika ternyata dari 
hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif 
atau merugikan kepentingan rakyat dan negara, DPRD berwenang 
menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah. 
  lxxi 
DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut 
kebijakannyya jika benar-benar merugikan rakyat banyak. Bahkan jika 
berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat 
menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota 
Surakarta berkenaan dengan : 
1. Keanggotaan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
      (DPRD) wilayah Surakarta; 
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah  
      Surakarta; 
3. Perencanaan pendapatan serta usulan belanja rutin dan pembangunan; 
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 
5. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota   
 Surakarta; dan 
7. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Kota  
 Surakarta. 
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta adalah adanya peningkatan PAD dari 
tahun ke tahun. Peningkatan PAD ini merupakan dampak positif dari 
pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD. 
Salah satu faktor pendukung meningkatnya PAD Kota Surakarta adalah 
berjalannya fungsi pengawasan DPRD dengan efektif sehingga sumber-
sumber pendapatan tersebut dapat secara maksimal memasukkan 
penerimaan daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 
Surakarta. Demikian juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap 
pelaksanaan APBD yang dilaksanakan secara efektif yang dapat 
mengakibatkan terjadinya penghematan terhadap beberapa pos belanja 
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daerah seperti belanja aparatur dan belanja publik yang pada tahun anggaran 
2007 dapat melakukan penghematan hingga 20%, sehingga realisasi 
anggarannya berkisar 80% dari plafond yang disediakan dalam APBD. 
C. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
Mengoptimalisasikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 
Tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan dengan tahap proses 
pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara terinci adalah: 
1. untuk memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan 
rencana stratejik dan prioritas program yang telah ditetapkan; 
2. untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan 
anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, dan  
3. untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-
benar dapat dipertanggungjawabkan. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Surakarta dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah (APBD), selain dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah disebutkan di 
muka dapat juga dengan menggunakan upaya demi mengoptimalkan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang menjadi salah satu tugasnya. Upaya atau cara lain tersebut antara 
lain meliputi: 
1. Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif 
Menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam Rapat Komisi dan 
Rapat Gabungan Komisi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 
satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin 
oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi, sedangkan pengertian 
rapat gabungan komisi ialah rapat gabungan komisis-komisi yang dipimpin 
oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
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Rekapitulasi kegiatan rapat-rapat DPRD Kota Surakarta tahun 2007 : 
1. Rapat Panitia Musyawarah : 27 kali 
2. Rapat Panitia Anggaran  :   7 kali 
3. Rapat Pimpinan Dewan  : 14 kali 
4. Rapat Paripurna DPRD  : 77 kali 
5. Rapat Komisi I   : 72 kali 
6. Rapat Komisi II   : 69 kali 
7. Rapat Komisi III   : 70 kali 
8. Rapat Komisi IV   : 61 kali 
9. Rapat Badan Kehormatan  :   7 kali 
Jenis Rapat DPRD terdiri dari : 
a. Rapat Paripurna yaitu merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh 
Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam 
melaksanakan wewenamg dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui 
Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dn menetapkan 
Keputusan DPRD; 
b. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggora DPRD, 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu cara 
tertentu dengan tidak mengambil keputusan; 
c. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin 
oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 
d. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah; 
e. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh Ketua dan 
Wakil Ketua Komisi; 
f. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi – komisi yang dipimpin 
oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 
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g. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau 
Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama dipimpin oleh Pimpinan 
DRPD; 
h. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran, 
dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Anggaran; 
i. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, 
dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan; 
j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia 
Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 
k. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi 
Kemasyarakatan; 
l. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi 
atau Wakil Ketua Fraksi; 
m. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang 
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus. 
2. Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing) 
Dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD / 
Komisi / Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan 
DPRD dapat pula mengundang Lembaga / Badan / Organisasi 
Kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan 
kapasitas sebagai pemantau independent. Publik Hearing ini dilakukan pada 
saat akan dibentuknya perda, dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi 
lembaga eksekutif dan aspirasi masyarakat tentang masalah yang sedang 
dibahas sehingga pemerintah perlu membuat perda yang dimaksud.  
            Selama tahun 2007 penyelenggaraan Publih Hearing dilakukan : 
A. Tentang APBD dilakukan sebanyak 3 kali yaitu : 
    a. Penyusunan APBD 
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    b. Perubahan APBD 
    c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. 
B. Pansus – pansus ( Raperda ) : 
     a. Perda RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) 
     b. Perda Perijinan Kesehatan. 
     c. Perda Retribusi Kesehatan 
     d. Perda Retribusi Taman Jurug 
     e. Perda Susduk ( Susunan Kedudukan Dewan ) 
     f. Perda PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil )  
     g. Perda PKL ( Pedagang Kaki Lima ) 
     h. Perda perubahan atas perda nomor 4 tahun 1984 tentang Pergudangan  
         Pedaringan.    
3. Menyelenggarakan Kunjungan Kerja 
Menurut Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta no 31 tahun 
2006 pasal 133 mengenai Kunjungan Kerja bahwa untuk melaksanakan 
fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD, anggota DRPD dapat 
melakukan Kunjungan Kerja keluar daerah, yang dilakukan sebanyak – 
banyaknya 2 kali dalam satu tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kepentingan. Kunjungan Kerja dimaksudkan untuk melakukan study 
banding ke beberapa daerah yang dianggap mempunyai prestasi lebih baik 
sebagai daerah dan program percontohan untuk diadopsi atau terapkan di 
wilayah Kota Surakarta lewat anggota DPRD sesuai bidangnya masing – 
masing dalam komisi. Untuk keperluan ini Sekretaria DPRD menyediakan 
sarana dan fasilitas. Anggota DPRD dalam lembaga komisi yang terdiri dari 
beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban 
menyampaikan laporannya secara tertulis dan dibacakan dalam forum rapat 
paripurna selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari 
selesainya kunjungan verja. 
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Selama tahun 2007 kunjungan kerja DPRD Kota Surakarta dilakukan : 
Tahap I =  
- Komisi I    = Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung ( Bali ) 
- Komisi II   = Kabupaten Lombok Barat dan Pemda Kota Denpasar 
- Komisi III  = Pemda Kota Denpasar dan Kabupaten Badung 
- Komisi IV  = Pemda Batam dan Kota Tanjung Pinang 
Tahap II  =  
- Komisi I    =  Pemda Kota Tangerang dan Batam 
- Komisi II   =  Pemda Kota Pekanbaru dan Batam 
- Komisi III  = Walikota Jakarta Barat dan Batam 
- Komisi IV  = Tebet Jakarta Selatan dan Pekanbaru 
4. Mengoptimalkan Masa Reses 
Menurut Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta nomer 31 Tahun 
2006 Bab XI pasal 58 mengenai Reses bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) wilayah Surakarta melakukan masa reses yang tujuannya 
untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan 
menyerap aspirasi masyarakat Kegiatan ini dimaksudkan juga untuk 
peninjauan langsung ke lapangan atas sesuatu program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah 
sesuai dengan yang ditetapkan didalam lembaran kerja pemerintah daerah 
atau belum sesuai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya proyek 
- proyek fiktif yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama 
dengan para pengusaha nakal.  
 Dalam tahun 2007 dilakukan Masa Reses 3 kali yaitu : 
b. Bulan Mei 2007 
c. Bulan September 2007 
d. Bulan Desember 2007 
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5. Menggunakan Tenaga Ahli 
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang - undang Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2004, dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan 
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja 
Daerah (APBD). Kepala Daerah wajib memberikan ijin kepada Tenaga Ahli 
tersebut dalam hal melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi atas 
aktifitas pengawasan baik mengenai jadwal waktu pemeriksaan maupun 
dalam hal sasaran yang akan diawasi. 
Selama tahun 2007, DPRD meminta bantuan kepada tenaga ahli : 
a. Pembahasan Raperda Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan  
    Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam hal ini dengan staff ahlinya  
    yaitu : 
 - Prof. Dr. Sri Anitah, MPd 
 - Isharyanto, SH., M Hum 
b. Pembahasan Raperda PT Taman Jurug dengan Universitas  
    Sebelas Maret Surakarta. Dalam hal ini dengan staff ahlinya yaitu : 
 - A.L. Sentot Sudarwanto, SH., MH 
 - Djuwityastuti, SH 
c. Pembahasan Raperda PKL ( Pedagang Kaki Lima ) bekerjasama dengan   
    Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam hal ini dengan staff ahlinya    
    yaitu : 
    - Waluyo, SH., MSi 
    - Drs. Tunjung Wahadi, Msi 
    - Sutirto, MSi 
d. Pembahasan RPJM Kota Surakarta tahun 2005 – 2010. Dalam hal ini   
    dengan staff ahlinya yaitu :  
- Drs. Mulyanto, MM ( Universitas Sebelas Maret ) 
- Dr. Sofyan Hanif ( Universitas Muhammadiyah Surakarta ) 
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Berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi mengoptimalkan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 
wilayah Surakarta, selanjutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dituntut dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Pengawas untuk 
mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut: 
a. memiliki kemauan, tekad dan keberanian untuk melakukan pengawasan 
dan melaksanakan tindak lanjut; 
b. memiliki kesungguhan dan kecermatan melakukan secara nyata kegiatan 
pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya; dan 
c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, baik kemampuan 
manajerial maupun penguasaan teknis tentang kegiatan yang dilaksanakan 
bawahan. 
      6.  Peningkatan Sumber Daya Manusia anggota dewan dalam bidang keuangan 
dan anggaran maka perlu diadakannya Bimbingan Teknis ( Bintek ), yang 
dalam tahun 2007 dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu : 
a. Bintek tentang Penyusunan Anggaran                   = 26 Juni 2007 
b. Bintek Tentang RKA DPRD                 = 19 September 2007 
     RKA (Rencana Kerja Anggaran) 
        d.   Bintek tentang manajemen penyusunan anggaran = 26 Desember 2007 
D. Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Upaya Mengoptimalisasikan 
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instrumen dari 
Pemerintah Daerah adalah wujud dari sistem demokrasi, artinya sebagai 
representasi politik masyarakat melalui Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan 
wujud nyata dari wakil rakyat. Oleh karena itu keberadaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam praktek penyelenggaraan 
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pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh 
Kepala Daerah. 
Secara umum pelaksanaan pengawasan APBD Kota Surakarta telah 
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf 
c UU No. 32 tahun 2004 dan mekanisme pengawasannya telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Tata 
Tertib DPRD Kota Surakarta. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 
pelaksanaan APBD Kota Surakarta dapat dilaksanakan dengan baik karena 
terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan 
faktor penghambat terhadap pelaksanaan APBD Kota Surakarta. Beberapa faktor 
yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan DPRD. Dalam rangka 
mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksnaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah 
Surakarta dalam hal ini mengalami beberapa hambatan yang menjadi kendala 
bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi mengoptimalkan fungsi 
pengawasan tersebut. 
Hambatan-hambatan tersebut terdiri dari : 
1. Faktor penghambat yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kota 
Surakarta, seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan 
realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD. 
2.  Faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kota Surakarta sendiri, 
seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi 
pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi sementara anggota DPRD 
Kota Surakarta. 
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah 
Surakarta. mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara 
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kuantitas maupun kualitasnya. sehingga kelancaran aktifitas fungsi 
pengawasan menjadi tidak lancar dan tidak maksimal. 
4. Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya 
kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pada anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah, sehingga pelaksanaan 
fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif 
dan efisien. 
5. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya 
dibidang administrasi birokrasi pemerintahan. Oleh karennya dalam 
melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah menjelang 
berakhirnya tahun anggaran belum jeli dan kurang cermat. 
Selain mengalami hambatan yang menjadi faktor kendala seperti yang 
disebutkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Surakarta dalam 
rangka mengoptimalisasikan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami beberapa faktor 
pendukung. 
Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Surakarta terhadap 
pelaksanaan pengawasan APBD dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini 
disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi 
pengawasan, antara lain : 
1. Faktor adanya peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Tata Tertib 
DPRD Kota Surakarta telah diatur secara rinci mengenai mekanisme 
pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga anggota DPRD Kota Surakarta 
dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan pedoman pada 
Peraturan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
2. Faktor keterbukaan diantara pejabat eksekutif dengan adanya keterbukaan 
diantara para pejabat eksekutif memungkinkan terjalinnya kerjasama dan 
komunikasi yang lancar antara DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta. 
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3. Faktor kualitas dari anggota DPRD faktor ini ikut menentukan pelaksanaan 
fungsi pengawasan karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik 
dari anggota DPRD diharapkan dapat lebih peka dan aspiratif terhadap 
aspirasi masyarakat 
4. Faktor kerjasama DPRD Kota Surakarta telah menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh 
informasi dan masukan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta. 
5. Secara khusus adanya kebijakan otonomi daerah sesuai dengan yang telah 
diatur didalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga yang 
secara umum adalah adanya kebijakan regulasi dibidang pemerintahan, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 
6. Adanya partisipasi dari masyarakat baik secara individual seperti tenaga ahli 
yang berkualitas dalam bidang pengawasan serta partisipasi dari kelompok 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independent. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian–uraian yang telah disebutkan di muka mengenai peran 
DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 
Kota Surakarta, Penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 
1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Surakarta sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 
32 tentang Otonomi Daerah. Fungsi Pengawasan ini merupakan tanggung 
jawab yang harus dilakukan agar dapat mengawasi dan mengontrol 
berjalannya optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah Surakarta yang tertuang 
dalam APBD Surakarta tahun 2007 dalam rangka mengembangan Potensi 
Asli Daerah (PAD) untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat 
Surakarta.  
2. Upaya–upaya yang telah dilakukan oleh DPRD Surakarta demi 
mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksaan APBD di Kota 
Surakarta dengan menggunakan beberapa cara, antara lain : 
a. Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat 
Gabungan Komisi yang diadakan secara berkala dan rutin. 
b. Menyelenggarakan Dengar Pendapat dengan Eksekutif (PublicHearing), 
dalam hal ini Pimpinan DPRD dapat mengundang lembaga/organisasi 
kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat tersebut. 
c. Menyelenggarakan Kunjungan Kerja yang dimaksudkan untuk melakukan 
study banding ke beberapa daerah yang dianggap mempunyai prestasi 
lebih baik sebagai daerah dan program percontohan untuk diadopsi atau 
terapkan di wilayah Kota Surakarta lewat anggota DPRD sesuai 
bidangnya masing – masing dalam komisi.  
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d.   Mengoptimalkan Masa Reses 
      Masa reses dilakukan dengan tujuan mengunjungi daerah pemilihan 
anggota yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang 
dirasa perlu untuk diperjuangkan. 
e. Menggunakan Jasa Tenaga Ahli sebagai alat bantu bagi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota 
Surakarta. 
      f.   Mengadakan pelatihan Bintek (Bimbingan Teknis) kepada para anggota  
           DPRD Surakarta di dalam melaksanakan fungsi dan pengawasan, agar   
           anggota dewan mempunyai tambahan keahlian dalam menunjang     
       kinerjanya. 
3. Faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh DPRD Surakarta 
dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 
APBD di Kota Surakarta : 
a. Keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak 
Pemerintah Daerah kepada DPRD. 
b.  Banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 
anggota DPRD. 
c. Keterbatasan fasilitas dan peralatan. 
d. Kondisi keterbatasan kualitas SDM anggota yang ada di internal lembaga.  
e. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh anggota DPRD 
Surakarta khususnya di bidang administrasi birokrasi pemerintah. 
Faktor yang menjadi pendukung DPRD dalam usaha mengoptimalkan   
fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta adalah : 
a. Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta telah diatur secara rinci 
mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan. 
b. Adanya keterbukaan diantara para pejabat eksekutif memungkinkan 
terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang lancar antara DPRD dan 
Pemerintah Kota Surakarta. 
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c. Faktor kualitas dari anggota DPRD. 
d. Telah terjalin kerjasama dengan berbagai pihak. 
e. Adanya kebijakan otonomi daerah sesuai dengan yang telah diatur 
perundang-undangan. 
6. Adanya partisipasi dari masyarakat baik secara individual seperti tenaga 
ahli yang berkualitas dalam bidang pengawasan serta partisipasi dari 
kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independent. 
B. Saran  
1.   Anggota DPRD sebaiknya selalu ingat dan sadar atas tugas dan kewajibannya 
sebagai wakil dari rakyat sesuai daerah pilihannya masing – masing untuk 
membawa aspirasi masyarakat dan harus bisa memperjuangkan kehendak 
rakyat sehingga bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, 
tentunya ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap 
masyarakat dan kepada Tuhannya. 
2.  Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada Tata Tertib, Kode Etik dan 
sumpah/janji anggota DPRD Surakarta sebagai acuan tolak ukur dalam 
melaksanakan tugasnya. 
3. Berperan aktif dalam setiap tugasnya dan mendedikasikan segala 
kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat 
sesuai tugasnya dalam masing – masing komisi di DPRD Surakarta. 
4. Dalam usaha untuk memberdayakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Surakarta, hendaknya infrastruktur lain seperti peran pers, lembaga 
atau organisasi kemasyarakatan dan lembaga – lembaga ilmiah yang ada di 
daerah diberikan kesempatan ikut serta memberikan kritik, saran, informasi 
dan pengetahuan yang berguna mengembangkan wawasan dan pemahaman 
yang lebih luas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga 
diikutsertakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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5. Demi meningkatkan kualitas SDM anggota DPRD sebaiknya secara rutin 
diadakan pelatihan – pelatihan seperti Bintek (bimbingan teknis), lokakarya 
dan seminar dengan mendatangkan pembicara dari Perguruan  Tinggi, Pejabat 
Pemerintah, Tenaga Ahli dalam bidangnya masing – masing. 
6.  Memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan untuk memaksimalkan kinerjanya 
sehingga dapat memberikan hasil yang sebaik – baiknya untuk masyarakat. 
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